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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang telah

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Studi

Lanjut Antara Yayasan Slamet Rijadi dengan Dosen adalah :

1. Akibat hukum dari adanya dosen yang melepas tanggung jawab

setelah studi lanjut yang dilakukan oleh Yayasan Slamet Rijadi

yaitu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Yayasan hanya dapat

memberikan keringanan kepada dosen dengan jalan kelonggaran

waktu pengembalian apabila ada dosen yang meminta keringanan

dan juga dapat pembayar dengan mengangsur secara berkala.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Yayasan Slamet Rijadi

dalam pemenuhan haknya terhadap dosen yang melepas tanggung

jawab setelah studi lanjut ialah : Pertama karena tidak adanya

upaya hukum yang ditempuh oleh Yayasan Slamet Rijadi terhadap

dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut. Sehingga

dosen yang bermasalah cenderung menyepelekan pihak Yayasan.

Ketiadaaan langkah hukum itu berpotensi mengakibatkan

terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan studi lanjut.

Kedua disebabkan adanya masalah teknis dalam menerapkan

sanksi terhadap dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi
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lanjut. Karena Yayasan kesulitan berkomunikasi dengan dosen

yang berada di luar negeri.

B. Saran

1. Adanya dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi lanjut

dan memperhatikan kasus-kasus yang terjadi, hendaknya

penandatanganan perjanjian studi lanjut dituntaskan dahulu. Bisa

saja terjadi pada masa yang lalu dosen yang bersangkutan belum

menandatangani perjanjian studi lanjut, namun sudah berangkat ke

luar negeri tempat dimana tujuan Negara untuk studi lanjut.

2. Terkait dengan adanya kasus-kasus dosen yang melepas tanggung

jawab setelah studi lanjut. Hendaknya dalam pelaksanaan tugas

belajar tersebut pihak Yayasan Slamet Rijadi harus melakukan

pengecekan rutin laporan yang diberikan oleh pihak dosen dan

menanyakan kembali komitmen para dosen, yang disertai dengan

pembaharuan pemberian tugas belajar secara periodik. Paling tidak

dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama dosen melakukan

tugas belajarnya.

3. Perlu dilakukan tindakan hukum yang tegas oleh Yayasan Slamet

Rijadi bagi dosen yang melepas tanggung jawab setelah studi

lanjut. Sehingga pelaku tidak menyepelekan dan pelanggaran tidak

terjadi berulang-ulang.
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4. Para pengajar atau dosen yang melakukan studi lanjut, hendaknya

mempunyai itikad baik sebelum dan sesudah selesai melakukan

studi lanjut harus melaksanakan kewajiban dan mengabdi kembali

ke Universitas Atma Jaya Yogjakarta dan Yayasan Slamet Rijadi

sesuai ketentuan yang berlaku.
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